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WALIKOTA LANGSA

PERATURAN WALIKOTA LANGSA
NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA GAMPONG
SUMBER ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA LANGSA TAHUN 2019

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penyaluran dana gampong
sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa, perlu
menetapkan Peraturan Walikota Langsa tentang Pedoman
Penggunaan Alokasi Dana Gampong Sumber Anggaran
Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun 2019.

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara vang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan2.
Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4110);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan3.
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan4,
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan6.
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan7.
Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4633);
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. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah8.
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);

. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran9.
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5495);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292,Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601):
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4738);
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendahan Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4890};
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
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2014 Nomor 123,lambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015. tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5717):
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indouesia Taliun 2014
Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun
2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5864);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
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. Peraturan Menteri Dalam Neger: Nomor 32 Tahun 2006 tentang
Administrasi Desa;

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang24
Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Pedoman Pengawasan atas Penvelenggaraan Pemerintahan
Desa;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana vang telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014
tentang Pemilihan Kepala Desa;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1

Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46
Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa;
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang
pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa;
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018
tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;
Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 ‘Tentang
Pengelolaan Keuangan Desa;
Qanun Kota Langsa Nomor 10 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Gampong-Gampong dalam Kota Langsa

(Lembaran ...



#



0 Menetapkan :

(Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2008 Nomor 10,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Langsa Nomor 188)
sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Langsa Nomor 4
Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Qanun Kota langsa
Nomor 10 tahun 2008 tentang Pembentukan Gampong-
Gampong Dalam kota langsa (Lembaran Daerah Kota Langsa
Tahun 2010 Nomor 4, tambahan Daerah Kota Langsa Nomor
273);

34.Qanun Kota Langsa Nomor 6 Tahun 2010 tentang
Pemerintahan Gampong (Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun
2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Langsa
Nomor 276);

35. Qanun Kota Langsa Nomor 7 tahun 2015 tentang Pedoman
Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan
Gampong (Lembaran Kota Langsa Tahun 2015 Nomor 7
tambahan Lembaran Kota Langsa Nomor 515);

36. Qanun Kota Langsa Nomor 1 Tahun 2017 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun 2018 (Lembaran
Kota Langsa Tahun 2017 Nomor 1);

37. Peraturan Walikota Langsa Nomor 31 Tahun 2015 tentang Tata
Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Gampong (Berita Daerah Kota
Langsa Tahun 2015 Nomor 547);

38. Peraturan Walikota Langsa Nomor 52 Tahun 2017 tentang
Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Geuchik dan
Perangkat Gampong, Tunjangan Tuha Peuet Gampong serta
Honorarium Imum Gampong, Khatib Mesjid, Imum Dusun dan
Pemandi Mayit Wanita (Berita Daerah Kota Langsa Tahun 2017
Nomor 699);

39. Peraturan Walikota Langsa Nomor 2 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Gampong (Berita Daerah Kota Langsa
Tahun 2019 Nomor 759);

Q

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALIKOTA LANGSA TENTANG PEDOMAN
PENGGUNAAN ALOKASI DANA GAMPONG SUMBER ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA LANGSA.

BAB |

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Langsa.
2.Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan

Kota yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Kota.
3. Walikota adalah Walikota Langsa.
4.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong selanjutnya

disebut DPMG adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Gampong Kota Langsa.

5.Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong
selanjutnya disebut DPMG adalah Kepala Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Gampong Kota Langsa.

6. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah selanjutnyva BPKD adalah
Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Langsa.

7. Kepala...
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.Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah selanjutnya7.
disebut BPKD adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
Daerah Kota Langsa.
.Mukim adalah Kesatuan masyarakat hukum_ dibawah8.
Kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa gampong
yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh
Imuen Mukim dan berkedudukan langsung dibawah Camat.

. Gampong adalah Kesatuan Masyarakat Hukum vang memiliki9.
batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus
urusan pemerintahan, kepentingan masvarakat setempat
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau
hak tradisional yang diakui dan hormati dalam sistem
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Geuchik adalah Pemimpin suatu Gampong sebagai unsur
Penyelenggaraan Pemerintah Gampong.
Tuha Peuet adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi
pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil darn
penduduk gampong berdasarkan keterwakilan wilayah dan
ditetapkan secara demokratis.
Pemerintahan Gampong adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Gampong
dan Tuha Peuet Gampong_ sebagai penyelenggaraan
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan
Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pemerintah Gampong adalah Geuchik dibantu perangkat
Gampong sebagai unsur- penyelenggara Pemerintahan
Gampong.
Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang
didahulukan dan diutamakan dari pada pilihan kegiatan
lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa
Tipologi Desa merupakan fakta, karakteristikdan kondisi nyata
yang khas keadaan terkini di Desa maupun keadaan yang
berubah berkembang dan diharapkan terjadi di masa depan
(visi Desa).
Desa Mandiri adalah Desa maju yang memiliki kemampuan
melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas
hidup dan kehidupan- sebesar-besarnya kesejahteraan
masyarakat desa dengan ketahanan ekonomi, dan ketahanan
ekologi secara berkelanjutan.
Desa Maju adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya
sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya
untuk peningkatan kesejahteraan masvyarakat desa, kualitas
hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan.
Desa Berkembang adalah Desa potensial menjadi desa maju,
yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan
ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk
peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup
manusia dan menanggulangi kemiskinan.
Desa Tertinggal adalah Desa yang memiliki potensi sumber
daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau kurang
mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan
masyarakat desa, kualitas hidup manusia serta mengalami
kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
Desa Sangat Tertinggal adalah Desa yang mengalami
kerentanan karena masalah bencana alam, goncangan
ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan
mengelola potensi sumber dava sosial, ekonomi dan ekologi,
serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
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Produk unggulan desa dan produk unggulan kawasan
perdesaan merupakan upaya membentuk, memperkuat dan
memperiuas usaha-usaha ekonomi yang difokuskan pada satu
produk unggulan di wilayah desa atau di wilayah antar-desa
yang dikelola melalui kerjasama antar desa.
Padat Karya Tunai adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat
desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat
produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya,
tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan
upah/ pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan
meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Anak Kerdil (stunting) adalah kondisi gagal tumbuh pada anak
balita ( bayi dibawah lima tahun) akibat dari kekurangan gizi
kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya.
Pelayanan Gizi adalah rangkaian kegiatan untuk memenuhi
kebutuhan gizi perorangan dan masyarakat melalui upaya
pencegahan, peningkatan, penyembuhan, dan pemulihan yang
dilakukan di masyarakat dan fasilitas pelayanan kesehatan.
Keuangan Gampong adalah semua hak dan_ kewajiban
Gampong yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu
berupa uang dan barang yang berhubungan’ dengan
pelaksanaan hak dan kewajiban Gampong.
Rencana Kerja Pemerintah Gampong selanjutnya disebut
RKPGampong, adalah penjabaran dari RPJUMG untuk jangka
waktu 1 (satu) tahun.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota yang selanjutnya
disingkat APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota
Langsa.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong yang selanjutnva
disebut APBGampong adalah rencana keuangan tahunan
Pemerintahan Gampong.
Dana Gampong adalah dana yang bersumber darn Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi
Gampong yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan
Belanja Kota dan digunakan untuk membiayai penyelengaraan
pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan
kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
Badan Usaha Milik Gampong yang selanjutnya disingkat
BUMG adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar
modalnya dimiliki oleh gampong melalui penyertaan secara
langsung yang berasal dari kekayaan gampong yang
dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha
lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat
gampong.
Alokasi Dana Gampong selanjutnya disingkat ADG adalah dana
perimbangan yang diterima kota dalam Anggaran Pendapatan
dan Belanja Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
Sekretaris Gampong adalah bertindak selaku koordinator
pelaksanaan pengelolaan keuangan Gampong.
Kaur Keuangan adalah kepala urusan keuangan gampong yang
membidangi urusan administrasi keuangan untuk
menatausahakan keuangan gampong.
Rekening Kas Umum Gampong adalah rekening tempat
menvimpan uang Pemerintahan Gampong yang menampung
seluruh penerimaan gampong dan digunakan untuk membayar
seluruh pengeluaran gampong dalam 1 (satu) rekening pada
bank yang ditetapkan.
Pengeluaran Gampong adalah uang yang keluarkan dari
APBGampong melalui Rekening Kas Gampong.
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Surat Keputusan selanjutnya disebut SK adalah surat yang
berisi suatu keputusan yang dibuat oleh pimpinan suatu
organisasi atau. lembaga pemerintahan berkaitan dengan
kebijakan organisasi atau lembaga tersebut.
Surat Perintah Membayar selanjutnya disebut SPM adalah
dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa
Pengguna Anggaran atau pejabat lain vang ditunjuk untuk
mencairkan dana yang bersumber dari DIPA atau dokumen
lain yang dipersamakan.
Bendahara Umum Daerah selanjutnya disebut BUD adalah
pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas
bendahara umum daerah.
Surat Perintah Pencairan Dana Selanjutnya disebut SP2D
adalah surat yang dipergunakan untuk mencairkan dana lewat
bank yang ditunjuk setelah Surat Perintah Membayar (SPM)
diterima oleh kuasa BUD.
Standar Biaya Umum selanjutnya disebut SBU adalah satuan
biaya paling tinggi yang ditetapkan sebagai biaya masukan dan
atau indeks satuan biaya keluaran yang penggunaannya dapat
bersifat lintas kementerian/lembaga dan/atau lintas wilayah.

BAB I]

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Pemerintah Kota memberikan ADG kepada gampong dalam
rangka mendukung pelaksanaan penvelenggaraan
pemerintahan gampong dan pembinaan masyarakat gampong.

(2) Pedoman Penggunaan Dana Gampong bertujuan untuk
menjadi pedoman dalam penggunaan pengalokasian,
penyaluran dana, mekanisme penggunaan, prioritas
penggunaan dana gampong yang bersumber dari APBK.

BAB Ill
PENGALOKASIAN

Pasal 3

(1) Pemerintah Kota mengalokasikan ADG dalam APBGampong
setiap tahun anggaran.

(2) Pengalokasian ADG sebagaimana dimaksud pada avat (1)
paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima
daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota setelah
dikurangi dana alokasi khusus.

(3) Pengalokasian ADG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi
masing-masing gampong dengan mempertimbangkan :

a.kebutuhan penghasilan tetap insentif geuchik dan
perangkat gampong; dan

b. jumlah penduduk gampong, angka kemiskinan gampong,
luas wilayah gampong, dan tingkat kesulitan geografis
gampong.

BAB IV

PENETAPAN ...





PENETAPAN ALOKASI DANA GAMPONG SUMBER APBK

Pasal 4

(1} Besaran Alokasi Dana Gampong ditetapkan dengan Keputusan
Walikota.

(2) Penetapan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut
dalam APBGampong.

BAB V
PRIORITAS PENGGUNAAN ALOKASI DANA GAMPONG

Pasal 5

(1) Dana Gampong yang bersumber dari APBK digunakan untuk
mendanai penyelenggaraan pemerintahan gampong dan
pembavaran penghasilan tetap, tunjangan, insentif dan/ atau
honorarium bagi penyelenggara pemerintahan gampong dan
unsur pendukung penyelenggaraan pemerintahan gampong
lainnya, terdiri dari :

. Geuchik;
. Sekretaris gampong:
Ketua tuha peut;

. Wakil ketua tuha peut;
Anggota tuha peuet,
Kasi;
Kaur;

. Kadus;
. Imam gampong;
J. Imam dusun;
k. Khatib mesjid;
]. Sekretaris tuha peut;
m.Pemandi mayat wanita;

. Keujreun Chik;
. Bilal Mesjid;
. Pengurus barang;
. Pengawas Syari’at Islam di gampong;
Petugas kebersihan makam;

. Petugas jaga malam kantor geuchik;
Petugas kebersihan kantor Geuchik;

. Ketua kepemudaan;
. Tuha Lapan;
. Petugas registrasi kependudukan gampong;
. Ketua PKK; dan
. Hakim adat gampong;
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(2) Pembayaran Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e mengacu kepada
Peraturan Walikota Langsa Nomor 52 Tahun 2017 tentang
Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Geuchik dan
Perangkat Gampong, Tunjangan Tuha Peuet Gampong serta
Honorarium Imum Gampong, Khatib Mesjid, Imum Dusun
dan Pemandi Mayit Wanita.

(3) Pembayaran ...





(3)

(4)

(S)

(7)

(1)

Pembayaran Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf f sampai dengan huruf m mengacu pada
Peraturan Walikota Langsa Nomor 52 Tahun 2017 dengan
Surat Keputusan Geuchik (SK Geuchik Gampong).
Honorarium yang dimaksud pada ayat (1) huruf m dapat
dipertimbangkan sesuai tipologi gampong.
Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
n sampai dengan huruf v_ berdasarkan musvawarah,
disesuaikan dengan kemampuan Keuangan Gampong dan
Perundang - undangan yang berlaku.
Pembayaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mulai huruf a sampai dengan huruf 1 sesuai Peraturan
Walikota Langsa Nomor 52 Tahun 2017.
Pembayaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b, kepada Sekretaris gampong hanya
dapat dibayarkan mengacu kepada Standar Biaya Umum
(SBU) Kota Langsa.

(6)

Pasal 6

Dana gampong sumber APBK digunakan untuk mendanai
penyelenggaraan pemerintahan gampong, berupa operasional
yang meliputi :

a. Pengadaaan tanah Aset gampong sesuai ketentuan yang
berlaku;

. Pengadaan bak amrol sampah;
. Rekening listrik;
. PDAM air bersih;
. Biaya perawatan kendaraan dinas;
Biava Bahan Bakar Minyak (BBM);

. Pajak Kendaraan;
. Telepon/ Jaringan Internet;
Alat Tulis kantor (ATK), Cetak dan Pegandaan;
Biava Pemungutan Suara;

. Biava Purna Bhakti kepada Geuchik yang telah habis masa
jabatannya:

1. Biaya Operasional SIMDA Gampong;

=
er
o

oo

m. Biaya Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan;
n.Biava Penyelenggaraan Event Pemerintahan dan

Pembangunan Desa;
o. Biaya Penyelenggaraan Kegiatan Pelatihan Bela Negara;
p. Biaya Penvelenggaraan Kegiatan Pelatihan Kamtibmas;
q. Biava Bimtek Pengadaan Barang dan Jasa bagi Aparatur

Gampong,
r. Pembinaan Adat Istiadat sesuai kondisi gampong;
s. Biava Penyelenggaraan Program Kependudukan Keluarga

Berencana Dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) melalui
komunikasi, informasi dan edukasi (KIE);
Biava kepescrtaan BPJUS Ketcnagakcrjaan;

. SPPD dalam daerah; dan
. SPPD luar daerah.<
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BAB VI
MEKANISME PENCAIRAN

Pasa] 7

Tahapan proses pencairan dana gampong yang bersumber

dari...





dari APBkK dilakukan apabila pemerintah gampong telah
mencantumkan kegiatan yang dilaksanakan dalam tahun
berjalan di dalam APBGampong, dana gampong dari sumber
APBK dicairkan per bulan apabila para geuchik gampong
mengajukan surat permohonan kepada camat, dana gampong
sumber APBK dapat dicairkan dengan persyaratan sebagai
berikut :

a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
b. Kwitansi tanda bukti pembayaran;
c. Rekapitulasi daftar honorarium aparatur pemerintah

gampong dan penernma honorarium lainnya; dan
d. Laporan realisasi penggunaan dana sebelumnya;

(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya
pemerintah gampong mengajukan permohonan pencairan
ADG kepada Walikota c.q Camat setiap bulannya.

(3) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Camat
mengajukan permohonan kepada Walikota melalui DPMG
agar dana gampong sumber APBK dapat dicairkan.

(4) Kepala DPMG merekomendasikan kepada BPKD agar dana
gampong sumber APBK dapat dilakukan proses penyaluran ke
rekening kas umum gampong.

(5) BPKD memproses pelaksanaan pencairan, membuat SPM dan
SP2D memposting ke rekening gampong dana gampong yang
berasal dari APBK tahun berjalan.

eo

BAB VII
PELAPORAN

Pasal 8

(1) Laporan pertanggungjawaban dana gampong sumber APBK
harus dilengkapi persvaratan sebagai berikut :

a. daftar penerima honorarium;
b. kwitansi tanda bukti pengeluaran,
c. daftar himpunan pengeluaran;
d. SK penerima honorarium;
e. tanda bukti yang sah pengeluaran lainnya;
f. dilaksanakan per triwulan;

1. triwulan I Bulan Maret;
2. triwulan [I] Bulan Juni;
3. triwulan III Bulan September; dan
4. triwulan IV sebelum Tanggal 31Desember tahun berjalan.

(2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) agar dilaksanakan tepat waktu sehingga untuk
penyaluran berikutnya tidak tertunda dan disampaikan
kepada Walikota c.q Kepala DPMG melalui Camat.

6

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan ini maka Peraturan Walikota
Langsa Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Penggunaan
Alokasi Dana Gampong sumber Anggaran Pendapatan Belanja
Kota Kota Langsa (Berita Daerah Kota Langsa Tahun 2018 Nomor
708), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10 ...





Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota
Langsa.

Ditetapkan di Langsa
Pada Tanggal 9 Januari 2019M

3 Jumadil Awal 1440 H

ap
ALIKOTA LANGSA,

hna

A. USMAN ABDULLAH

Diundangkan di Langsa
Pada Tanggal 9 Januari 2019M

3 Jumadil Awal 1440 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSR
EWA) Ut
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BERITA DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2019 NOMOR 760
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